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BIJPAT] K(.)NAWE SELATAN

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUFATI KONAWE SELATAN

NOMOR sq TAHUN 2023

T}..]NTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI

TENTANG AKUNTANSI PERIST;WA SETELAH TANGGAL PELAPORAN

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI K()NAWE SEI,ATAN,

a. bahwa dalam rangka meningkatkan penerapan standar

akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada

Pemerintah Kirbupaten Konawe Selatan, perlu adanya

kebijakan akuntansi yang mendasari penyusunan dan

penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;

b. bahwa untu.l( mengatur laporan keuangan atas

peristiwa setelah ta-ngga-i pelapora-n, perlu diatur

ketentuan mengenai pengakuan, pengukuran, dan

pengungkapan atas peristiwa setelah tanggal

pelaporan dalam suatu pernyataan standar akuntansi

nernerirr f a han

c. bahwa untuk maksud dalam huruf a dan b tersebut,

agar pelaksalraannya be{alan lancar, berdaya guna,

dan herhasil gLtna, perlu menetapkan Kebijafta-n

Akuntansi tentang Akuntansi Peristiwa Setelah

Tanggal Pelaporan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dima-ksud dalam hr-truf a, huruf b, dan huruf c, perlu

menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan

Akuntansi te ntang Akuntansi Peristiwa Setelah

Tanggal Pelaporan;
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1. Undang-Undarg Nomor 4 Tahun 2003 tentang

Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi

Srrlnuresi Teosaara (l,ernharan Neqara Renrrhlik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4267);

2 l-lndan s-l-lndanc Nomor 23 Tahun 2O14 tentans

Pemerintaharr Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan

I-embaran N.-gara Republik Indonesia Nomor 5587)

sehapaimana telah dir.rhah beherana k-a.li r-era-khir

dengan Und arrg-Ur-rdang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Pcraturan Pemerintah Pengganti Undang-

l-ln(lang Nom;-rr- 2 Ta-ht.\r 2022 tenta-ng Cipta. Kerja,

menjadi Unclar-rg-Unclang (l-embaran Negara Republik

hrdonesia Tal, r-rn 2023 Nomor 41, 'l'ambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

-3 l-lnda.ng-Undang Nomor 'l Tahun 2022 r-entang

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia, Ta,irr-rn 2022 Nomor 4, Ta.mba-han l.embara-n

Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 20 1 0 tentang

Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara

Rcnrhlik lndnnesia Tahtrn 20'l 0 Nomor 'l 23. Tambahan

I-embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

5. Peraturan Pernerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Da-erah (t embaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013

tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Berbasis Aki'ual pada Pemerinra.h Daera'h (Berita

Negara Repubtik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2O15

tentang Pemhentukan Prodrrk Hukum Daera-h (Berita-

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang



Ivleneta nkan

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum

llaera.h IBcrir:, Neq:re Renuhlik [ndonesia Ta h r.L-n 2018

Nomor 157) ;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019

tentang K1a-sifika.si, Kode{ikasi, cl.a-n Norrenkia-tr-r.r

Perencanaan Pembangunan dal Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2019 Nomor

1447\;

9. Peratr,Lra-n Menteri Dala-m Negeri Nomor 77 Tahttn 2O2O

tentang Pedornan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O

Nomor 178 ll

10. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 18 Tahun

2O1l tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah

Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten

Konawe Selafan Tahun 2011 Nomor 18) sebagajmana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Bupati Konawe Selatan Nomor 118 Tahun 2022 ler,tarrg

Penrbaharr Ketisa atas Peraturan Buoati Konawe

Selatan Nomor 18 Tahun 201 1 tentang Kebijakan

Akuntansi Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan

(Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022

Nomor 118);

MEMUTUSI(AN:

PERATURAN BIJPATI TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI

TENTANG AKUNTANSI PERISTIWA SETELAH TANGGAL

PELAPORAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasai 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dima.ksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.

-J-
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2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksana-a-n r-lrr-lsan pemerintahan ya-r,g m-enja-d i

kewenangan Daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Ka.bupaten Konawe Selatan.

4 Perangka-t Daera.h ad-alah unsur pemhantr r- Bllpa-ti cl.a-n

Dewan Pe,wakilan Rakyat Daerah dalam

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan Daerah.

5. Anggaran Pendapatan dan Belar4'a Daerah, yang

selanjrr6y6 disingkat APBD, adalah rencana keuangan

tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan

disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewal

Perwakilan Ralryat Daerah, dan ditetapkan dengan

peraturan Daerah.

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disinpkat SKPD adalah nnsrtr Peranslraf F)acrah nada

Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusa,n

pemerintahar, Daerah.

7 Satrrnn Kerin Penselola Kerrnngan llaerah venq

selanjutnya ciisingkat SKPKD adalah unsur penunjang

Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang

melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah.

8. Pejabat Pengelola- Kel,rangan Daerah, yang selanjutnya

disingkat Pl']KD, adalah kepala SKPKD yang

mempunyeri'-ugas melaksanakan pengelolaan APBD

rla n hertin dal' seha-gai hen cl,a,ha,ra, r-tmr-im Da-erah

9. Pengguna Anggaran a<lalah pejabat pemegan€I

keu,enangan penggunaan anggaran untuk

meiaksanakar tugas dan fungsi SKPD yang

dinimninnrza

10. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang

kewenangan penggunaan barang milik Daerah.

11. Entita-s Akltntansi atla-Lah unit pemerintahan Pengguna'

Anggaran/Pengguna Barang yarrg wajib

menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan

keuangan untuk digabungkan pada Entitas Pelaporan'
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12. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang

terdiri dari satu atau lebih Entitas Akuntansi atau

Entitas Pelaporan yang menurut ketentuan pera-turan

perundang-undangan wajib menyampaikan laporan

pertanggung jawaban berupa laporan keuangan.

1-3.Akuntansi adala-h proses identifikasi, penca-ta.tan,

pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran

transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan

serta penginterpretasian atas hasilnya.

14. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-

dasar, konverrsi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-

praktik spesifik yang dipilih oleh suatu Entitas

Pelapora-n da la.m penyr,lslr.nal dan La-porarr Rea-lisa-si

Anggaran.

1 5. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah

prinsip- prr,rsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi.

at r-l ran -a.tlr-rar rl-an pr:a-ktik-praktik spesifik ya-ng dipilih

oleh Pemerir rtah Daerah sebagai pedoman dalam

menyusun dan menyajikan laporan keuangan

Pemerintah Da-era.h r-rntuk memenuhi kebr-rtuha-n

pengguna iaporan keuangan dalam rangka

meningkatkarr keterbandingan laporan keuangan

terhadap anggaran, antar periode maupun antar

cntita-s.

16. Standar Aku ntansi Pemeritrtahan, yang selanjutnya

disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi -vang

ditera-pka-n da-la-m men5rttsun dan menyajika-n lapora.n

keuangan pemerintah.

17. SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui

pendapatar, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam

pelaporan finansial berbasis akrual, sed-a mengakui

pendapatan, beianja dan pembiayaan dalam pelaporan

pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang

ditetapkal dalam APBD.

18. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, yalrg

selanj utnya <lisingkat PSAP, adalah SAP yang diberi

judul, nomor dan tanggal efeklif.
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19. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, yang selanjutnl,-a

disingkat SA PD, adalah rangkaian sistematik dari
prosedur, Pen,vel6ng*u.a, peralatan dan elemen lain
untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis

transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di
lingkungan orga-nisasi Pemerintah Daera-h.

20. Basis Akruar adalah basis akuntansi yang mengakui

pengaruh trarsaksi dan peristiwa lainnya pada saat

transaksi clan peristiw,a itu terjadi, tanpa

memperh.a.tilia r-l ,sanl ka.s a.ta.r.r setr.ra ka.s diterirna atatt

diba.r,ar.

21 . Basis I(as aC:riah basis akuntansi -vang mengakr-ri

perga.rr,rh tra rsa.ksi rlan peristr,,a la-innya- pa-cl-a. sa_at

kas atau setara kas diterima atau dibayar.

22. Basis Kas Menuju Akrual adalah basis akuntansi yang

mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan

berbasis ka.s serta. mengakr-ri aset, r-rtang da-n ekr-ritas

dana berbasis akrual.

23. Laporan Realisasi Anggaran, yang selanjutnya disingkat
I-RA, at-1.a.!a.h La,pora.n -va,ng menyajikan informa--si

realisasi pendapatan-LRA, belanja, tran sfer,

surplus/ defisit- LRA, pembiayaan, dan sisa

lebih /kurang pembiayaan anggaran, yang masing-

masing dipelba.ndingkan dengan anggarannya dalam

satu periode.

24.[-aporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang

selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yarrg

menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL

tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal,

SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.

25. Nera.ca a.dal:,h la-pora-n- ya.ng menyajikan informa-si

posisi keuangan suatu Entitas Pelaporan mengenai

aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

2(, . l,,a-poran Operasiona-l, yalg selaljutnya disin gkat 1-O ,

adalah laporan yarrg menyajikan informasi mengenai

seluruh kegiatan operasional keuangan Entitas

Pelaporan yarlg tercermin dalam pendapatan-LO, bebal
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dan surplustdefisit operasional dari suatu Entitas
Pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan
periode sebe1,_rmnya.

2T.Laporan Aru., Kas, yang selanjutnya disingkat LAK,

adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai
st-rmber, penflglln,aan, perr_Lba.ha-n k-a.s cl-an -seta-ra_ ka_s

selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan
setara kas pada tanggal pelaporan.

28. Laporan Perubahan Ekuitas, yang selanjutnya
dtsingkat l-PE, arla-la_h laporan yarg men)/ajikan
informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari
ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas

a-khir

29. Catatan atas Laporan Keuangan, yang selanjutnya

disingkat CaLK, adalah laporan yang menyajikan

informasi ter.tang penjeiasan atau daftar terinci atau
analisi-s ata-s nilai sr-ratu pos yang disajikan dala-m LRA,

LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka

pengungkapan yang memadai.

30. Pengakuan adaiah proses penetapan terpenuhinya

kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa

dalam catatar r akuntansi sehingga akan menjadi bagian

yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas,

pendapatan-i-RA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO

dan beban, sebagaimana akan termuat pada laporan

keuangan entitas peiaporan yang bersangkutan.

-3 1 . Pengrrknran adalah proses penetapan nila-i uang r-r-ntuk

mengakui dan memasukkan setiap pos d alarn laporan

keuangan.

32. Pengungkapan adalah laporan keuangan -vang

menyalikan secara lengkap informasi yang dibr:tuhkan

oleh Pengguna Anggaran.

33. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening

Ka-s l-lmlrm Da.era,h yang menarnbah Sa,ldo Anggararr

Lebih dalam periode tahun anggaran yang

bersangkutan vang menjacii hak Pemerintah Daerah

dan tidak oer'lu clibayar kembali oleh Pemerintah
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Daerah.

34. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah Daerah yang
dia-kui seha.ga.i penamba.h ekr-rita-s da.lam periode tahun
anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar
kembali.

35. Belanja- adalah semLla pengelua_ran cl-ari Rekening Kas

Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran tebih
dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang

tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh

Pemerintah Daerah.

36. Beban adalah penurun€rn manfaat ekonomi atau
potensi jasa dalam periode pelaporan yang

menun-rnka-n ekuitas, yang dapat berupa pengelr_r.ara-n

atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

37. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang

perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang

aka-n diterima- kembali, baik pa-da tahun a-ngga.ra-n yang

bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran

berikutnya.

38, Aset adalah sumber claya, ekonomi yarrg dikr-;-a-saj

dan /atau Cimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai

akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat

ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan

da-pa.t r:!pero!.'h , haik oleh Pemerinta.h Daera h mar-lpr-ln

masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang,

ternasuk su.nber daya nonkeuangan yang diperlukan

r-rntr:tk penyer{i2.2.11 j2-s3, ba-gi mas1,a,ra-kat r,lmum cl.a-n

sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan

sejarah dan buda.va.

39. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa

ma-sa lalrr ya.,rg penyelesaiannya mengakibatkan aliran

keluar sumber daya ekonomi dari Pemerintah Daerah.

40. Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah

ya-ng merr-rp..ka,o selisih a-ntara aset da-n kewa;iba-n

Pemerintah Daerah.

a
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41. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi
agar akun/pcs yang tersaji dalam laporan keuangan

entitas menja-(ii sesuai denga.n yang seharr:snya.

42. Penyesuaian adalah transaksi penyesuaian pada akhir

periode untuk mengakui pos-pos seperti persediaan,

nintanp llers (lan vang lain veng herknitan dens:n

adanya perbedaan waktu pencatatan dan yang belum

dicatat pada t-ransaksi be{alan atau pada periode yang

berjalan.

43. Ba-gan Aku-n Standar, j/a,ng selanjutnya disingk-a-t BAS,

adalah daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait

transaksi ker.angan yang disusun secara sistematis

sehagai nedo;nan dalam nelaksanAAn angsarsn darr

pelaporan keu,angan Pemerintah Daerah.

BAB II

KERI..I AKAN AKI"] NTANSI TENTANG AKI.INTANSI

PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN

Pasal 2

Keb4akan Akuntansi tenta-ng Akuntansr Peristiwa Setelah

Tanggal Pelaporan merupakan pedoman bagi Entitas

Akuntansi dan Eltitas Pelaporan di lingkungan Pemerintah

Daerah dalam rangka penyusunan dan penyajian Laporan

Ket rano,an Pemeri n t a.h Dae.ah.

Pasal 3

(1) Si,stematika (ebijakan Akuntansi t-entang Alr-rnta.nsi

Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan terdiri atas:

a. pendahuluan;

b. ruang lingkup;

c. definisi;

d. otorisasi penerbitan laporan keuangan;

e. pengakuaa dan pengukuran;

f. peristiwa penyesuai setelah tangga-l pelaporal;

g. peristiwa nonpenyesuai setelah tanegal pelaporan;

h. kesinamb ungan entitas;dan

i. pengungkapan.
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(2) Uraian Kebijakan Akuntansi tentang Peristirva Seteiah

Tanggal Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

lerca.ntum dalam Lampiran yang merupaka.n bagran

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Bupati

dirrndanokan

Pasal 4

ini muiai berlaku pada tanggal

Agar setiap ()rang mengetahuinya, memerintahkan

pengr.ln{6.p 92 t', Peratr.r12n Bttpa.ti ini denga.n

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe

Selatan.

Diteta.pkan di Andoolo

ada A SeVrvutyp-2l23

TAN,
1. teYDA
2 ll

.i, KAEAS HUKUTI

SI-IRIJ DDIN DANGGA

Diundangkan di Andoolo

pacla tanggal 1l sefTt{\1$Ek 2023

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KONAWE SELATAN,

ST CHADID,.IAH

PARAF KOORDINASI

X.84. prp4o

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2023 NOMOR q1



LAMPIRAN

T,ERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN

I,roMoR $zl IRHUN zozs

TENTANG

I<EBIJAKAN AKUNTANSI TENTANG

I.KUNTANST PERISTIWA SETELAH

TANGGAL PELAPORAN

KEBI.IAI(AN AKTINTANSI TENTANG AKUNTAITSI

PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan kebijakan akuntansi irri adalah untuk menentukan:

a. bilama-na pemenntah dae;ah menyesua-ikan laporan keuangannya

atas peristiwa setelah tanggal pelaporan; dan

b. pengungkapan yang dibr.rat pemerintah daerah tentang tanggal

la-nora-n ker-ra-nsar diotonsasi untu-k terbit da-n oeristiwa- setelah

tanggal pelaporan.

2. Kebijakan akuntansi ini juga mensyaratkan bahwa pemerintah daerah

tidak perlu menyajikan laporan keuangannya dengan asumsi

kesinambungan entitas apa.bila peristiwa setelah tanggal pelaporan

mengindikasikan bahwa penerapan asumsi kesinambungan entiias

tidak dapat diterapkan.

RIIANG LINGKUP

3. Kebijakan akuntansi ini d:terapkan dalam akuntansi untuk dan

pengungkapan atas peristiwa setelah tanggal pelaporan.

4 Kehiiakan atrnrntansi ini hor'lakrr rrnfrrk entitas pelr,poran dalam

menyusun la poran keuangan suatu entitas pemerintah daerah, dan

laporan keuangan konsolidasian, tidak termasuk BUMD.

DEI'IIIISI
5. Berikut adalah istiiah-istilah yang digunakan dalam kebijakan

dengan pengertiannya:

1nl



a-. Peristiwa setela-h ta.n a.l nelanora-n a-da-lah peristiwa, lra.ik yang
menguntungkan maupun vang tidak menguntungkan, yang terjadi
di antara tanggal pelapcran rian tanggal laporan keuangan
r:liotorisasi r-rntrrk terhit
dua jenis, iraitu:

Peristiwa tersehlrt dapat dibagi menja_ci,i

1J peristiwa yang member"ikan bukti adanya kondisi pada tanggal
pelaporan (merupakan peristiwa penyesuai setelah tanggal
pelaporan); dan

2) peristiwa yang mengindikasikan timbulrrya kondisi setelah

tanggal pelaporan (merupakan peristiwa non penyesuai setelah

ta.noge.l peia_poran) .

OTORISASI PENERBITAN LAPOT'AN KEUANGAN

6. Untuk menentukan suatu peristiwa memenuhi definisi peristiwa

-"eteia.h r-anogaj pela_pora-n, perlu dila-kr-rkan identifika_si ta,n ggal

pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit.

7. Tanggal pelaporan adalah targgal terakhir dari periode peiaporan

ker-rangal tersebut. Tanggal la-poran keuangan diotorisasi untu-k terhit

adalah tanggal saat audit laporan keuangan telah selesai yang

dinyatakan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) auditor atau

tanggal saat pemerintah menvatakan bertanggung jawab atas laporan

ker renga.n, a.pa"lri1a- ia-poran ker_ra.ngan tersetu-rt tidak diau.dit.

t. Proses sang tc.r'jadi di antala penvusunan laporan keuangan dan

otorisasr penerbitan laporan lreuangan dapat berbeda tergantung pada

silat (,)!"ga.ni-sa-si. : irrrl<-trLr orgt, nrsa-si, ketentLra.n ya-n8 uiajiir r,liikttti rrleh

pemerintah tlaerah serta p'osedur yang ditetapkan dalam proses

pen1/usunan dan penyelesaia;r laporan keuangan.

PENGAKUAN DAT{ PENGUKURAN

9. Dalam periode antara tanggal pelaporan dan tanggal laporan

keuangan diotorisasi untu< terbit, pemerintah daerah mungkin

mengumrrmkan ketrijakan 1.'ang dapat berdampak pad^ penfiajiafi I
pengungkapan pos-pos dalam laporan keuangan. Sejauh mana

peristiwa akibat kebijakan pemerintah daerah berdampak pada

penl'esuaian laporan keuangrn tergantung pada:

a- a-pakah kejadian/peristiwa tersebnt memberikan informa-si yar.g

cukup tentang kondisi terkini pada tanggal pelaporan; dan



b. apakah terdapat bukti yang cukLrp memadai dapat diperoleh a.tau

dapat dipenuhi.

PERISTIWA PEITTESUAI SETELAH TANGGAL PELAPORAN

10. Pemerintah daerah menyesuaikar, jumlah yang disajikan dalam

laporan keuangan karena adan5ra peristiwa penyesuai setelah tanggal

pelaporan.

1 1. Beberapa contoh peristiwa pen,vesl,a.i setelah taoo.€.al pelaporan .''arrg

memerlukan penyesuaian angka-ar:gka laporan keuangan, atau Ltntuk

mengakui peristiwa yang belum disajikan sebelumnya, antara lain:

a, Penyelesaian atas putusan pengadilan yang telah bersifat final r:l an

memiliki kekuatan hukum tetap setelah tanggal pelaporan yang

memutuskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewqjiban kini

pada tanggal pelaporan. Pemeiintah daerah menyesuaikan nilai

kewajiban yang terkait dengan penyelesaian putusan pengadilan

tersebut setelah tidak ada upaya lainnya.

b. Informasi yang diterima setelah tanggal pelaporan yang

mengind.ikasikan adanya pen r-lr:r-r-na,n nila,i pir-rta-ng pada. t-a.ngga .1

pelaporan, misalnya informasi k =daluwarsa pajak (kedai u\\iarsan\"a

hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga. denda,

kenaikan, dan biaya penagihan pajak) dan kepailitan debitur .vang

terjadi setelah tan ggal pela-pora-n ker-ra-ngan yang men gin,:l-ika-sikan

kemungkinan piutang tidak dapat ditagrh, sehingga perlu

disesuaikan.

c. Ditetapkannya jum'lah penclapatan bercl a sa rka.n informasi 1'ang

diperoleh dari entitas lain yang berwenang pada periode pelaporan

setelah tanggal pelaporan.

d. Ditemukannya kecurangan ata. Ll kesalahan 1'a.ng mengal<iba1:kan

salah sa.ii laporat', ketlansan

e. Pengesahan yang dilakukan oieh unit \:ang mempu11,21i 11111'';

perbendaharaan umum terhadap transaksi belanja rlan1:t,aLt

penclapatan yan g terj adl sebelr-tr.r t-atggal pela pora-n .

f. Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang terbit

setelah tanggal pelaporan keuarrgan atas perhitungan subsidi yang

sehai-usnya diakui pemerintah.



KESII{AMBUNGAN ENTITAS

14. Entitas pelaporan tidak menyusun laporan keua-ngal denga.n cl-a-sa-r

kesinambungan entitas apabila setelah tanggal pelaporan terdapat

penetapan pemerintah daerah untuk melakukan likuidasi atas entitas

pelaporan dalam jangka pendek.

1 5. Kebrjakan akuntansi inl mensyar atkan pemenntah daerah r-lntuk

mencerminkan tidak terpenuhin5'a dasar kesinambungan entitas

dalam laporan keuangannya. Dampak perubahan akan tergantur-rg

pada keadaan khusrrs seperti apakah operasi a,kan dialihkan ke

entitas pemerintah lain atau dilikuidasi.

16. Kebijakan akuntansi ini mempertimbangkan apakah perubahan

kondisi menimbulkan kewajiban tambahan atau memicu klausul

dala.m kontrak utang ya-ng mengar:,-h pada reklasifikasi r-ita-ng jangka

Panjang menjadi utang jangka pendek ketika asumsi kesinambungan

entitas tidak lagi terpenuhi.

17 Kehijakan akr-rntansi penvaji6.p la.nora.n ketrangan mens\ eratkan

adanya suatu pengungkapan apabrla:

a. Laporan keuangan tidak disusun atas dasar kesinambungan

entitas. Kebijakan akuntansi penyajian laporan keuangan

men-syaratkan bahwa- pa-da sa.a I laporan kenangan tid-ak riis,.rsun

atas dasar kesinambungan entitas, hai tersebut harus

PERISTTWA NONPEITYE.SIIAI SETILAH TANGGAL PILAPORAN

12. Pemerintah daerah tidak menyesuaikan jumlah yang disajikan dalam

laporan keuangan karena adanya peristiwa nonpenyesuai setelah

ta.n gga,l pelaporan.

13. Contoh dari peristirva nonpenyesrai setelah tanggal pelaporarr di

antaranya:

a. Adanya kebijakan penyajian kembali nilai aset dengan

menpgunakan nilai waiar secara teratur \ a-ns menle[e]rk3n

menurunnya nilai aset diantara tanggal pelaporan dan tanggal

laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Penurunan nilai

tersebut tidak berhrrbrrngan riellgan kondisi a,set pada tan?feal

laporan keuangan namun akan menggambarkan keadaan yang

terjadi pada periode berikutnya.

b. Pengumuman pembagian dividen yang dilakukan oleh BUMD

setelah tanggal pelaporan.



diungkapkan, bersama dengar dasar penyllsunan laporan
keuangan yang digunakan dan alasan mengapa entitas dianggap
tidak berkesinambungan; atau

h. Pihak yarrg bertanggung jawa,b a_tas penylrsr_rnan la,pora,n ketta.nga.n
menyadari ketidakpastian terl(ait dengan peristiwa atau kondisi
yang dapat menimburkan keraguan pada kemampuan entitas
untuk melanjutkan kesinambungan operasinya. peristiwa atau
kondisi yang memerlukan pengungkapan de,pat timhul setelah
tanggal pelaporan. Kebijakan akuntansi penyajian laporan
keuangan mensyaratkan ketidakpastian tersebut untuk
diringkapka.n.

PENGUNGKAPAN

Pengungkapan Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit
18. Pemerinta-h

diotorisasi
da.erah mengr.!ngka_piian

untuk terbit dan pihak

'lapora.n kerrr no26

b:rtanggung jeru.ab

tanggal

.yang

mengotonsasi laporan keuangan.

19. Tan ggal laporan keuangan diotorisasi rtntuk terhit penl.ing diketahui

oleh pengguna karena laporan keuangan tidak mencerminkan

peristiwa setelah tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit.

Pengungkapan Perlstlwa Nonpenyesual Setelah Tanggal Pelaporan

22. Apa-hila. peristiwa nonpenJ/esuai s:telah tanggal pela-por a-n memiliki

nilai -vang material, tidak adanya p.:ngungkapan dapat mempengaruhi

Pemutakhiran Pengungkapan Kon-disi pada Tanggal Petraporan

20.Pemerintah daerah memutakhirkan pengungkapan berdasarkan

informasi terkini apabila menerima informasi setelah tanggal

pelapora.n da,n sebehrm tanggal lanora.n kerrangan diotorisasi rlntuk

terbit.

21. Pemerintah daerah perlu memutakhirkan pengungkapan laporan

keuangannya untuk mencerminkar informasi yang diterima setelah

tanggal pelaporan, walaupun inforrna-si tersebut tidak mempengaruhi

jumlah yang disajikan dalam laporan keuangannya. Salah satu contoh

perlunya pemutakhiran pengungkapan adalah ketika bukti tentang

kewajiban kontinjensi yang ada pada tanggal pelapora,n baru tersecl-ia-

seteiah akhir tanggal pelaporan.



penga-mbilan kepr16s2'11 penggrln2 laporan.
23. Pemerintah daerah mengungkapkan informasi untuk setiap har yang

material dari peristiwa nonpenyesuai setelah tanggal pelaporan, yang
mencakup:

a. sifat peristiwa; dan

b. estimasi atas dampak keuangan, atau pernyataan bahwa estimasi

tersebut tidak dapat dibuat.

24. Contoh peristiwa nonpenyesuai setelah tanggal pelalroran yang

umumnya diungkapkan daiarrr laporan keuangan antara lain:

a. pengumuman untuk tidak melanjutkan suatu program atau
kegia,ta.n pemerinta-h, pele-pasalr aset serta penyelesaian kewajiba-n

terkait dengan penghentian program atau kegiatan pemerintah;

b. pembelian atau pelepasar: aset dalam jumlah yang signifikan;

c. kerusakar, aset akibat kebakaran setelah tanggal pelaporan;

d. oer"r_rhahar_r lidak 66rm6l qetela.h tanssal Delarroran atas harsa aset

atau kurs valuta asing;

e. komitmen pemerintah daerah atau timbulnya kewajiban

k'rnlinjensri seperti penerhita.n jaminan yang memiliki nilai ,va-ng

signifikan: dan

f. dimulainya proses tuntulan hukum yang signifikan yang terjadi

setelah tanggal pelaporan, termasuk tuntutan terkait

keheraf an / ha nd inp /restit,rsi naiak vans -sisnifikan.-...-.--.itl
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